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Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Khairat,

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL  PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA AL-KHAIRAT

KESATU :  Memberikan izin operasional pendirian Madrasah kepada Madrasah scbagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ni.

KEDUA : Madrasah Ibtidaiyah Swasta Setelah jangka waktu 7 (tujuh) Tahun, Kepala

Madrasah yang bersangkutan wajib;

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor
Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta
didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana.
dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi raudhatul athfal/madrasah kepada
BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :  Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua
huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat
peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT :  Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua
huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak

mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu dicabut,

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 31 2015

ILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
ERA UTARA
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONIESIA
NOMOR 2328 TAHUN 2015
TENTANG  PENETAPAN
SWASTA AL-KUAIRA'T

1IZIN  OPLERASIONAL  PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

IDENTITAS MADRASAI YANG DIBERIKAN PENETAPAN IZIN OPLERASIONAL
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1. | Nama Madrsah

T s

Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Khairat

Al il mam R a—— L i T T e —_—

2 | Nomor Statistik Madrasah

3. | Alamat Madrasah

e

111212070061

il i gl
Jalan : Tanjung Morawa-Telun Kenas Km 11
Desa/Kelurahan : Limau Mungkur ’

Keeamatan : STM Hilir

Kabupaten/Kota : Deli Serdang
Provinsi : Sumatera Utara

4. | Nama Organisasi Penyelenggara

Yayasan Pendidikan Al-Khairat Limau Mungkur

Penyelenggara

| -

5. | Akte Notaris Organisasi

' Akta Nomor 07 Tanggal 09 Januari 2013 Yang dibuat oleh

Notaris Nurcahaya Batubara, SH.,M.Kn berkedudukan di
Kabupaten Serdang Bedagai.

6. | Pengesahan Akte Notaris
Organisasi Penyelenggara

Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor :

AHU-2323.AH.01.04.Tahun 2014.Tanggal 21 April 2014.
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